KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX /2021 yang
diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021, yang dalam amar
putusannya pada pokok permohonan angka dua
membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-
Kab/XI[/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020,
pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara
masing-masing pasangan calon di seluruh Tempat
Pemungutan Suara pada Kecamatan Belitang Hilir, serta
pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk
melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di
seluruh Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan
Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021,

yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan



suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan
perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau
Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07
WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru
mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing
pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan tanpa harus
melaporkan pada Mahkamah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sekadau telah melaksanakan penghitungan suara ulang
di seluruh Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan
Belitang Hilir pada tanggal 12 — 14 April 2021,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan



Mengingat

L.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun
2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi



Memperhatikan: 1.

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1384);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pemungutan dan Penghitugan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitugan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1383);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-
XI1X/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;

Berita Acara dan  Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dari Seluruh
Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



N

Sekadau Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten
Pemilihan Ulang-KWK) tanggal 15 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 12/PHP.BUP-XIX /2021 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN
2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020,
bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang
mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di
seluruh Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Belitang
Hilir.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang
tingkat Kabupaten Sekadau Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pelaksanaan
Penghitungan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan
Suara pada Kecamatan Belitang Hilir dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA
S— PASANGAN CALON HASIL
NAMA PASANGAN CALON PENGHITUNGAN SUARA
URUT ULANG PADA KECAMATAN
BELITANG HILIR
1. Aron, S.H dan Subandrio, S.H., | 6374 (enam ribu tiga ratus
M.H tujuh puluh empat)
2. Rupinus, S.H., M.Si dan 5986 (lima ribu Sembilan
Aloysius, S.H., M.Si ratus delapan puluh enam)




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara
untuk 2 (dua) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA
SEBELUM PASANGAN CALON
HASIL AKHIR
NAMA PENGHITUNGAN HASIL
NOMOR PEROLEHAN SUARA
PASANGAN SUARA ULANG PENGHITUNGAN
URUT PASANGAN CALON
CALON (DIKURANGI SUARA ULANG PADA
PEROLEHAN SUARA KECAMATAN
PADA KECAMATAN BELITANG HILIR
BELITANG HILIR)
a b c d (c+d)
1. Aron, S.H | 51.574 (lima| 57.948
) 6.374 ) ,
dan puluh satu ribu ) _ | (ima puluh tujuh
) . . (enam ribu tiga] )
Subandrio, | lima ratus tujuh , ribu sembilan
ratus tujuh puluh
S.H.,M.H, | puluh empat) ratus empat puluh
empat)
delapan)
2. Rupinus, 50.442 (lima; . . | 56.428
) 5.986 (lima ribu|
S.H., M.Si | puluh ribu ) (lima puluh enam
Sembilan  ratus|
dan empat ratus ribu empat ratus
_ delapan puluh
Aloysius, empat puluh dua puluh
enam)
S.H.,, M.Si | dua) delapan)

Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan
oleh Mahkamah Hasil

Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam

Konstitusi dan  Rekapitulasi

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum
KETIGA dan Diktum KEEMPAT ditetapkan pada hari Kamis
tanggal lima belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu, pukul 16.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).




KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN



